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ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, maka perlu di teliti tentang: Apakah yang 
menjadi dasar penegakan hukum bagi tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah perbankan 
dengan menggunakan sarana internet serta bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak 
pidana pencurian uang dari rekening nasabah dengan menggunakan sarana internet berdasarkan Ketentuan 
Kitab Undang-Undang Ilukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik?

Kemajuan teknologi khususnya media internet juga telah dimanfaatkan pihak penyedia jasa 
perbankan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabahnya. Fasilitas perbankan yang berbasis 
internetatau yang biasa kita kenal dengan istilah mobile banking dan/atau e-banking memungkinkan 
seseorang untuk dapat meakukan transaksi perbankan dengan sistem Online. Fasilitas perbankan dengan 
menggunkan kemajuan teknologi berbasis internet, dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang 
posititif melainkan juga dimanfaatkan oleh para kejahatan untuk mempermudah aksinya dalam melakukan 
suatu tindak pidana. Sebagai suatu contoh, kasus Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), kasus tersebut telah 
diputus oleh pengadilan Negeri jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 1988.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
analitis dan pendekatan politik hukum. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Penelitian hukum ini tergolong dalam penelitian hukum normatif Analisis bahan hukum guna 
menemukan konsep hukum ideal digunakan menggunakan metode konstruksi hukum dan metode penafsiran 
hukum. Berdasarkan metode deduktif dan induktif agar dapat ditarik kesimpulan.

Dasar penegakan hukum bagi pelaku diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, 
Pasal 30 tentang akses terhadap akses komputer atau sistem informasi orang lain tanpa izin dan/atau 
melawan hukum , Pasal 36 tentang akses terhadap komputer dan/atau sistem informasi orang lain secara 
melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pasal 42 tentang penyidikan dalam tindak 
pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 44 tentang alat bukti di bidang informasi dan 
transaksi elektronik , Pasal 46 tentang sanksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 
30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 51 
tentang sansksi bagi pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah perbankan 
dengan menggunakan sarana internet haruslah didasarkan pada teori pemidanaan yang mensyaratkan 
adanya dasar hukum bagi setiap perbuatan pidana agar dapat dihukum dan kemampuan 
mempertanggungjawabkan perbuatan bagi pelaku pidana. Sanksi pidana pelaku tindak pidana pencuarian 
secara umum, termasuk pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan 
internet diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana maksimal lima tahun penjara. Pasal 46 Juncto 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan 
sanksi enam tahun hingga delapan tahun penjara dan/atau denda antara Rp. 600.000.000; (Enam Ratus Juta 
Rupiah) hingga Rp. 800.000.000; (Delapan Ratus Juta Rupiah) bagi pelaku yang mengakses komputer atau 
sistem elektronik orang lain tanpa ijin, sedangkan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan 
kerugian bagi orang lain diganjar dengan penjara maksimal selama 12 tahun Penjara dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000; ( Dua Belas Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 51 Ayat (2)
Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pencurian, Rekening Nasabah Perbankan, Sarana Internet

sarana

Juncto
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpaduan antara perkembangan teknologi komputer dengan perkembangan 

teknologi di bidang telekomunikasi telah membentuk suatu piranti baru yang dikenal

Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer 

yang terhubung satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, 

serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.1

dengan nama internet.

Dalam suatu sistem jaringan komputer (Computer network system)

terdapat suatu rangkaian dari banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem

komunikasi elektronis. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau

ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (local area network), begitu juga digedung 

lainnya yang juga terdapat LAN. Gabungan dari beberapa LAN jika dirangkai menjadi 

suatu kelompak LAN maka disebut WAN (wide arca network). Gabungan beberapa WAN 

ini dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar serta lebih banyak sehingga bukan saja 

dapat berhubungan antar gedung tetapi juga dapat terhubung antar kota, antar provinsi 

bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu dengan sebutan Internet.2

Agus Rahaijo, Cybercrime, Pemahaman dan Uapaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

Al Wisnubroto, kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Penyalahgunaan Komputer 
Universitas Atmajaya, 2003, Yogyakarta, hlm.35

1



2

tidak bisa dilepaskan dari perang dingin 

dan Amerika Serikat (USA) yang mulai mengemuka

Sejarah perkembangan internet

antara Uni Soviet (USSR) 

sejak usainya perang dunia II.3 Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini, 

pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departeman Pertahanan Amerika Serikat

(US Defence Advaced Research Project Agency).ARPAnetdengan nama

ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, 

untuk menghindari pemusatan di satu titik yang dipandang rawan dihancurkan bila terjadi

peperangan. Melalui cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang 

melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan kesaluran lainnya. 

ARPAnet pada tahun 1980-an terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPAnet dan MELnet 

(sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya tetap mempunyai jaringan sehingga 

komunikasi diantara kedua jaringan tetap dapat dilakukan.4

Jaringan interkoneksi ini pada mulanya disebut DARPA Internet,

kcmuadian setelah itu disebut Internet saja. Penggunaan internet setelah

masa peperangan dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mulai digunakan 

untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, 

masing-masing UCLA, University Of California at Santa Barbara, University of Utah, dan

3 Agus Raharjo, Op.Cit. him. 61
4 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara {Cyber Crime), Refika Aditama, 

Malang, 2005, him. 34
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kemudian dibuka setelahnyaStanford Research Institute. Usenet dan Bitnet 

memungkinkan Internet 

(Personal Computer), pada tahun 1982 diperkenalkan Protocol Standart TCP/EP, disusul 

penggunaan DNS {Domain Name System) pada tahun 1984.5

komputer pribadidiakses melalui saranayang

Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja yang meliputi 

remote acces, e-mail, messaging, maupun diskusi melalui news group (usenet). Layanan 

berbasis grafis seperti w.w.w. (world wide web) ketika itu masih belum ada.6

Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994,

sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dulu

tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas 

dengan nelwork diluar negeri.7

Dunia internet merupakan suatu tempat dimana kita “hidup” secara maya {virtual). 

Dunia maya memungkinkan kita melalukan banyak kegiatan yang mirip dengan dunia 

nyata {real space). Kita dapat melakukan perniagaan {commerce) atau sekedar untuk 

bersosialisasi, mencari berita dan memberikan tanggapan terhadap suatu yang sedang 

terjadi di masa kini. s

5 Ihid
6 Ibid
7 Jbid
8 Agus Raharjo, Op.Cit, hlm. 36
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sektor-sektorPesatnya perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh 

pendidikan, industri dan perdagangan. Kemajuan teknologi khususnya media internet juga 

dimanfaatkan pihak penyedia jasa perbankan untuk memberikan fasilitas dan

berbasis internet

telah

bagi nasabahnya. Fasilitas perbankan yang 

biasa kita kenal dengan istilah mobile banking dan/atau e-banking

kemudahan

atau yang

memungkinkan seseorang untuk dapat meakukan transaksi perbankan dengan sistem 

Online. Nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor bank yang bersangkutan untuk dapat

melakukan transfer, pembayaran iuran dan transaksi lainnya.

Fasilitas perbankan dengan menggunkan kemajuan teknologi berbasis internet 

dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para pendidik, usahawan, 

pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum dan dunia perbankan untuk mempermudah

pekerjaannya melainkan telah dimanfaatkan pula oleh para pelaku kejahatan untuk

mempermudah aksinya dalam melakukan suatu tindak pidana. Banyak informasi diperoleh

dari majalah, televisi atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana 

dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya.

Sebagai suatu contoh, kasus Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), kasus tersebut 

telah diputus oleh pengadilan Negeri jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 1988. Kasus 

tersebut bermula pada tanggal 31 Desember 1986 dihotel Best Western Long Island 

Express Way Queens, New York, ketika Rudy Demsy yang merupakan mantan karyawan 

BNI 1946 dan Abdul Malik Darpi menggunakan personal Computer dan smart modem yang 

telah diatur terlebih dahulu oleh Seno Adji untuk memindahbukukan atau mentransfer
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(unouthorized transfer) uang kepunyaan Bank Negara Indonesia sejumlah $ 9.100.000, 

(sembilan juta seratus ribu dollar Amerika) yang terdapat di rekening kantor pusat BNI 

pada City Bank New York nomor 10957914 ke kantor cabang BNI New York pada 

Mamifacturers Handover Trust Coy nomor 5447-72367 untuk selanjutnya uang tersebut 

dipindahkan atau ditransfer lagi ke empat rekening berbeda menggunakan komputer untuk 

memperoleh keutungan.9

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan BNI atau 

keuangan negara. Putusan pengadilan dalam perkara ini, terdakwa di persalahkan 

melanggar pasal 363 Ayat (1) KE-4 Jo. Pasal 55 KUHP dan 233 KUHP yang menjatuhkan 

pidana selama 4 tahun penjara kepada Ruddy dan Demsy.10

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah

berupa skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN

UANG DARI REKENING NASABAH BANK DENGAN MENGGUNAKAN

SARANA INTERNET”

9 Leden Marpaung, Pemberantansan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan 
Djambatan, Jakarta, 2005, Mm. 19

10 Jbid
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan oleh penulis diatas, maka penulis

jawaban terhadapmengkaji

permasalahan-permasalahan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

danuntukperlu mencarimerasa

pencucian uang di bawah ini :

1. Apa yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap pencurian uang dari

rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pencurian uang dari rekening

nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang yang menjadi dasar penegakan hukum bagi 

pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakakan 

sarana internet

2. Untuk mengetahui pertangungjawaban hukum pelaku kejahatan pencurian uang 

dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet



i.
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya pidana mayantara 

(cyber crime) dan hukum pidana perbankan berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . 

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan

para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum khususnya hukum

pidana perbankan dan tindak pidana mayantara (cyber crime) serta masyarakat

luas yang ingin mengetahui tentang pengertian, sejarah, modus pelaku, tempat 

kejadian perkara dan waktu terjadinya tindak pidana serta dasar hukum bagi 

penegak hukum dalam tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah 

perbankan dengan menggunakan sarana internet dan tanngung jawab hukum 

pelaku kejahatan tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para nasabah, pejabat 

perbankan, aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum hukum lainnya
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dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang 

nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet.

D. Kerangka Teoretis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 berkewajiban menegakkan hukum, artinya setiap tindakan yang 

dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggung didasarkan 

kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum. Hukum harus dilaksanakan dan 

ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi 

peristiwa konkrit.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem

kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (.structure), substansi hukum 

(subslance) dan budaya hukum {legal culiure)}1 Struktur mencakup wadah ataupun bentuk 

dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan

seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun 

menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya 

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai

cara

Lawrence Friedman, America Law An Interoduction, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu 
Basuki, Jakarta, PT. Tata Nusa, 1984, hlm. 24
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merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

• 12
(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) 

dalam bukunya Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). 

Bentham berpandangan bahwa :

yang

kebahagian kepadahukum adalah memberikan jaminanTujuan
individu-individu. Umat manusia menurut kodratnya ditempatkan dibawah 
pemerintahan dua penguasa yang berdaulat, yaitu ketidaksenangan dan 
kesenangan. Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan 
mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memiliki kesenangan dan 
terbebas dari kesusahan, karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah
pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh 
dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin. Moralitas 
suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai 
kebahagiaan umat manusia. Jadi, menurut Bentham kebahagiaan terbesar dari 
jumlah orang terbesar (The greatest happiness of the greatest number of people).13

Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh

ukuran tersebut di atas. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada 

sebagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik dan 

sebaliknya.14

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raia 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 60

13 Jeremy Bentham dalam Muhamad Erwin dan Ammllah Arpan, Filsafat Hukum Renungan Untuk 
Mencerahkan Kehidupan Manusia Di Bawah Sinar Keadilan, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007 
hlm.42.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar dan Teori Hukum, Bandung PT Cilra Ariitva 
Bakti, 2004 hlm.64. y
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Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dan Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga merupakan

menjadi dasar penegakan hukum oleh aparatur pemerintah 

yang berwenang untuk mencegah, dan melakukan penindakan terhadap para pelanggarnya 

termasuk terhadap kejahatan pencurian uang dari rekening nasabah perbankan yang 

menggunakan sarana internet, sehingga para nasabah perbankan merasa terlindungi dan 

untuk menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan oleh pihak perbankan.

Kitab

suatu sarana yang

aman

Sejalan dengan teori utilitaricmisme, terdapat salah satu teori hukum terhadap 

perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald, Salmond dan Philipus M. 

Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan 

dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara

membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di 

lain pihak.15

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang 

menjelaskan bahwa :

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya 
keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah 
sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan 
dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses

15 J.P Fitzgerald. 1966. Salmond on Yurisprudence. Sweet & Mazwcll. London, dikutip dari Satiipto 
Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditva Bakti, 1966, hlm.53
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pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber 

daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Philpus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” dengan 

—Mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah teijadinya 
Sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambian 
Setiap keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum secara represif, yang 
bertujuan menyelesaikan teijadinya sengketa, termasuk penangannannya di lembaga 
peradilan.17

Perlindungan hukum bagi para nasabah perbankan mutlak harus dilakukan oleh

setiap pemerintah di negara manapun juga yang menginginkan kemajuan ekonomi baik

secara makro maupun mikro, hal ini cukup beralasan karena salah satu indikator sehat-

tidaknya perekonomian suatu negara juga dilihat dari investasi masyarakat di perbankan. 

Bayangkan jika masyarakat tidak lagi merasa aman dan terlindungi untuk menginvestasikan 

dananya melalui sektor perbankan nasional dan beralih kepada perbankan asing yang 

berujung pada gejolak investasi sebagaimana yang terjadi pada era 1998 lalu, hal tersebut 

pasti dapat mengakibatkan parahnya perekonomian negara.

Selanjutnya, teori pertanggungjawaban pidana, hal pertama yang perlu diketahui 

mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya 

dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno

16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987,

17 Ibid hlm. 18
hlm.2
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kalau tidakmengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana)

18melakukan tindak pidana.

Orang yang telah melakukan perbuatan dipidana belumlah tentu dapat dipidana, 

tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan 

atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuaan pidana itu memang mempunyai 

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan 

walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak 

dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan 

dasar daripada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana 

pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.19

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno

mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenai dengan 

ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” 

sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, 

adalah persoalan lain.20

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psyehis 

melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang

orang yang

18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155
19 Prof.Mr.Rocslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,

?° Moeljatno, Op.Cit, hlm. 156
1983, hlm. 75
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sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi, sehingga yang harus 

diperhatikan adalah :21

a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu

b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu 

dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Ilal yang merpakan kesatuan 

yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum 

pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. 

Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, 

merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu 

bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan 

pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang 

tidak dapat dipisah-pisahkan. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya 

kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula 

tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bretanggung 

jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.22

21 Prof. Mr. Rocslan Saleh, Op.Cit. hlm. 77
22 Ibid
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Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas 

perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka 

dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan 

pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan 

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya terdakwa maka haruslah :

a. Melakukan perbuatan pidana

b. Mampu bertanggung jawab

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Telah dikatakan diatas bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu 

hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab, apakah yang menyebabkan 

maka hal ini merupakan suatu masalah?

Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa :

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat 

dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan 

karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana. “

23 Ibid



15

telah melakukanBerdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang 

perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan 

dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai 

dengan apa yang telah disebutkan dalam teori, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab 

dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak diinginkan. Demikian yang disebut

mengenai orang yang mampu bertanggung]awab. Orang yang tidak mampu bertanggung 

jawab tentu saja tidak sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh 

hukum ataupun pikiran yang sehat.

Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung 

jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu 24

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.

b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam 

pergaulan masyarakat.

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya 

kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan 

faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan 

dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan 

menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang 

yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang

2Albid
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dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan

25keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam Skripsi ini, 

tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian 

ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun 

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

hukum dari sisi normatif

Menurut pendapat Peter Mahmud, yang dimaksud penelitian hukum adalah :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- 
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji 
kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. 
Penelitian hukum baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah 
dihadapi.27

yang

25 Ibid
26

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumcdia, 2006, 

~7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.35.
hlm.47.
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2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan penelitian skripsi ini menggunakan bahan penelitian 

berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah 

yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari :

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan 

hukum primer yang terdiri dari:

a. Hasil penelitian;

b. Jurnal ilmiah;

c. Pertemuan ilmiah;

d. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan permasalahan 

dalam penelitian ini, dan;

e. Internet
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3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan

bahan hukum primer dan bahan hukumpetunjuk serta penjelasan terhadap 

sekunder, yang terdiri dari :

1) Kamus Hukum;

S-ti'l*2) Ensiklopedia;

3) Indeks Kumulatif; \ —
J >9 i

v-_
u P 't * /

4) Majalah;

5) Surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan jalan melakukan

peraturan perundang-undangan, membaca buku dan menganalisainventarisasi

buku-buku, menganalisa materi-materi seminar serta melakukan pengumpulan dokumen

dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan

yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda.
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4. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan

sebagaimana dijelaskan oleh Van Hocckc yang dikutip oleh Bemard Arief Sidharta,

yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang

28dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum 

berdasarkan hiraki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan 

menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga

tertata suatu sistem hukum yang koheren;

2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan

substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan

material yuridis dalam persfektif teleologis sehinga sistemnya menjadi lebih

jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan

sistematisasi;

3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam 

rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, 

sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada.

28 Bcmard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung CV Mandar Main 
2000, hlm.39. ‘
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D. Analisis Bahan-Bahan Penelitian Dan Pengambilan Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penilitian 

hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan

29analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan cara:

a) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.

b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti.

c) Mcnsistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.

d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, peraturan 

perundang-undangan atau doktrin yang ada.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir 

deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku 

pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah 

konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan 

khusus.

umum

Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) 

wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh 

kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan-permasalahan terhadap dasar hukum bagi penegak hukum dalam

dalam



21

menanggulangi kejahatan pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan 

menggunakan sarana internet dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan

tersebut.
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